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ABSTRAK 

 

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan 

tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan 

pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian 

menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada 

perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan 

perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, 

pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking/perdagangan perempuan 

dan anak dan mengetahui kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan 

perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis 

sosiologis bersifat deskriptif analitis. Data primer maupun sekunder dikumpulkan 

melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustaka dan dokumentasi. 

Penentuan responden dilakukan dengan cara puporsive. Munculnya kasus 

perdagangan perempuan merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan dan 

penyebab lainnya modus perdagangan perempuan yang berdalih pernikahan 

dianggap paling berbahaya dalam kasus perdagangan perempuan perlindungan 

yang diberikan oleh negara terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak 

pidana perdagangan orang. Hal ini sudah tersebar dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus. 

 

Kata Kunci: Perdagangan orang, Undang-Undang Tindak Pidana 
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A. PENDAHULUAN 

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena 

perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, 

kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, 

pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau 

praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara diatas tersebut terpenuhi, maka terjadi 

perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan melanggar hak asasi 

manusia. 

Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah 

kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat 

internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak 

asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun 

internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, 

komunikasi dan transportasi. maka semakin berkembang pula modus 

kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan 

bergerak di luar hukum. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi 

psikologis inilah menjadi salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang 

munculnya human trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian 

diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum 

mendapat perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah 

mengherankan jika korban trafiking terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban 

demi korban masih mungkin akan terus bertambah. Perdagangan orang dapat 

mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa dan anak – anak, laki-laki 

maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang 

rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga 

memiliki aspek kerja yang rumit. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, 

informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus 

kejahatannya yang dalam beroperasinya sering secara tertutup dan bergerak di 

luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun dengan cepat berkembang 

menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. 

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di 

Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut 

didalam Negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga 

perdagangan orang diluar Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara- 

negara lain. Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin 

meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak 

untuk bermigrasi keluar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. 

Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan 

mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang 

mendorong terjadi hal tersebut di atas, diantaranya yang dominan adalah faktor 

kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan 
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dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. 

Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini 

disinyalir semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau 

eksploitasi seksual orang, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, 

seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan dibeberapa wilayah sektor 

informal, termasuk kerja domistik dan mempelai pesanan. Perdagangan orang 

merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat orang dan 

merupakan bentuk perbudakan orang dijaman modern. Oleh karena itu perlu 

mendapat perhatian dan penanganan yang serius. 

Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang No 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan 

diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini banyak 

dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian atau sumber nafkah kehidupan 

keluarga. Dilihat dari efektifitasnya, ternyata peraturan ini tidak efektif. 

Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan faktor 

ekonomi/kemiskinan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor 

lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang tidak efektif atau 

ketidakpercayaan masyrakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak 

mendapatkan keadilan. 

Perdagangan orang sendiri juga melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit 

diketahui. Dalam hal ini ada orang-orang yang merekrut (trafficker), sehingga 

harus diketahui kantung-kantung dimana banyak terjadi kasus perdagangan orang. 

Kerjasama dengan departemen atau instansi tertentu, dan yang harus ditingkatkan 

adalah dengan lembaga-lembaga/gugus tugas yang bergerak dalam pemberdayaan 

perempuan di daerah. Sebetulnya banyak pihak yang apabila gagasan ini sudah 

dilakukan, dapat melakukannya secara sendiri-sendiri. Mengenai gagasan 

perdagangan orang harus disebarluaskan dan disosialisasikan dengan lebih 

menekankan pada meningkatkan peranan berbagai pihak. 

Untuk menanangani masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang 

berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat, 

karena itu sifatnya harus komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang 

tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun 

keputusan hukum dari hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa 

masalah yaitu, bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pengantin pasangan 

dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban 

dari perdagangan orang. 

 

B. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum empiris. 

Penelitian hukum empiris sendiri adalah salah satu  metode penelitian 
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hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku 

manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku 

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Di dalam pendekatan 

penelitian hukum ini menggunakan penelitan kualitatif yaitu suatu cara analisis 

hasil penelitian yang menghasilkan data yang dekriptif analitis. Deskriptif analitis 

sendiri yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang 

nyata baik itu diteliti maupun dipelajari secara utuh. Dalam pendekatan ini pun 

ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini dapat menentukan, 

memilah, dan memilih data yang dipakai. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Pemidanaan Tindak Pidana Pengantin Pesanan 

Proses pemidanaan tindak pidana perdagangan orang 

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana 

terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP 

diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 

296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang 

terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:  

− Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang 

korbannya anak (kandung, tiri,angkat) dan anak-anak dibawah 

pengawasannya; 

− perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian; 

− Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa; 

− Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki; 

− Ada hukuman tambahan  

1. pencabutan hak(asuh untuk prlaku yang korbannya anak),  

2. pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya 

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap 

korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga 

pasal 23 Undang- Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat 

dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan 

hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 

21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut 

berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
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ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. 

Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah 

setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana 

perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini 

secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan 

pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana 

Perdagangan Orang , yaitu: Pertama, Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau 

illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola 

penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, 

memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam 

kerjaannya di Negara tujuan. Meskipun tidaksemua, namun sebagian PJTK 

terdaftar melakukan tindakan demikian. Kedua, Agen/calo (mungkin orang asing) 

yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh 

masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara 

bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk 

tiap buruh yang direkrutnya. Ketiga, Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam 

kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, 

melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, Pemerintah, 

yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam 

perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara 

illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, 

Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerjadi luar 

kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan 

mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun. 

Pemidanaan perdagangan orang ini yaitu suatu kejadian dapat dikatagorikan 

sebagai tindak pidana perdagangan orang, maka kejadian tersebut harus 

memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria/komponen utama 

yaitu proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan). Adapun beberapa unsur didalam pemidanaan perdagangan 

orang, yaitu: 

1. Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
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bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut 

2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 

3. Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi 

tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 

atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 

seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 

atau kemampuan seseorang oleh piha. lain untuk mendapatkan keuntungan 

baik materiil maupun immateriil. 

Sanksi Pidana Perdagangan Orang Dalam KUHP dan Luar KUHP 

Kejahatan terhadap manusia (human trafficking) juga di atur di luar KUHP 

yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap 

pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:  

− Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat 

(1) menyatakan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penamoungan, pengiriman,pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, 

dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan 

dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)2  

− Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 

ayat (2), pasal 78, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85. Yang mana pada pasal 83 

mengatur mengenai jualbeli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 

tahun paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 

dan paling sedikit Rp 60.000.000. Pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan 

sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh 

dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 200.000.000. Sedangkan 

pasal 85 mengatur penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual 

beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp 

300.000.000.3  

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human 

trafficking) dasarnya bukan hanya semata-mata pada KUHP saja yang telah diatur 
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dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan 

ayat (2) dan Pasal 506 namun juga harus mengacu pada undang-undang tindak 

pidana khusus diluar tindak pidana umum. Undang-undang tindak pidana khusus 

tersebut mengatur mengenai ketentuan hukum pidana formal dan hukum pidana 

materiil secara sekaligus. 

Sanksi Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang HAM 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa 

salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari 

serangan yang meluas atau sistematik dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta 

sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi 

kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana 

tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur 

dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa 

kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana. 

Faktor-faktor pendorong terjadinya pengantin pesanan 

Masalah perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual komersial 

terhadap orang terus mengalami peningkatan. Korban dijadikan komoditas 

perdagangan dalam objek seks sehingga banyak korban perdagangan orang 

kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan 

orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak 

hanya cukup dengan memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi para pelakunya, 

tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan 

orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. 

a. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang 

dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak 

memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal ini lah yang 

menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan 

meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. 

b. Faktor Individual 

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang 

berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah 

laku seseorang di dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang 

tingkah lakunya baik, akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan 

dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik, 

maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. 

c. Faktor Keluarga 

Faktor di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban 

perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam 

keluarga itu sendiri. 
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Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh: 

1. Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan. 

2. Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya 

displin. 

3. Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua. 

4. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya. 

5. Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat. 

6. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang 

merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan di dalam rumah tangga. 

d. Faktor pendidikan 

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan 

faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau 

pelacuran. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan 

ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan 

dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrut anak-anak tersebut. 

Pencegahan pengantin pesanan 

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking dapat 

dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama pemetaan tindak pidana 

perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. 

Kedua, peningkatan pendidikan masyarakt, khususnya pendidikan alternative bagi 

anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Ketiga, 

peningkatan pengatahuan masyarakat melalui pemberian onformasi 

seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek 

yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesbilitas 

bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, 

pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Cara-cara tersebut 

terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. 

Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, 

swasta, LSM. badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, perseorangan 

termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, 

langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan 

untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan 

bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib 

administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian 

marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Dalam hal ini banyak 

bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum 

perempuan di dalamnya yang rentan dengan trafficking. 

Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang 

adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan 

kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian 

untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan 
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tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang 

tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang 

akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak 

pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum 

yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan 

diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang Undang No.21 Tahun 2007 telah 

merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. 

Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban dari 

perdagangan orang. 

Adapun bentuk-bentuk perlindungan secara langsung atau konkret terhadap 

perempuan dan anak korban perdagangan orang, antara lain: 

Pusat Pelayanan Terpadu 

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis 

dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, 

menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 

Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 

14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/ MENKES/ SKB/ X/ \2002;75/HUK/2002; 

POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu 

di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, 

agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek 

medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat 

Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, 

serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi 

pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan. 

Rumah Perlindungan Sosial Anak 

Departemen Sosial, tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di 

Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. RPSA ini telah 

disosialisasikan kepada unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), 

LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk 

memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai propinsi. RPSA 

memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, 

pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan 

yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak 

kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. 

Pelayanan Perempuan dan Anak 

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat 

Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, 
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MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian 

Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) 

yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan 

dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 

telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisan 

Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk 

Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di 

Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga 

berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia. 

Pemulangan Korban Perdagangan Manusia 

Pelayanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan Departemen 

TenagaKerja dan Transmigrasi atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 

Daerah khususnya ditujukan kepada pekerja migran yang bermasalah dalam 

bentuk bantuan transportasi pemulangan dan penampungan di daerah transit 

(debarkasi). Departemen Sosial juga membantu memberikan bantuan untuk biaya 

pemulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah 

(termasuk korban perdagangan orang) serta berupaya memberikan pendidikan dan 

pelatihan keterampilan kepada para penyandang sosial agar mereka dapat mandiri 

dan mampu memperoleh kehidupan yang layak di masyarakat. 

Women’s Crisis Center, Trauma Center, Shelter atau Drop in Center 

Di samping itu, layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan 

oleh Pusat Pelayanan Terpadu, Women’s Crisis Center, Trauma Center, Shelter 

atau Drop in Center yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, LSM dan 

organisasi masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah propinsi di 

Indonesia. Women’s Crisis Center adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban 

kejahatan perdagangan orang, Trauma Center merupakan pusat pemulihan dari 

trauma yang dialami korban perdagangan orang, sedangkan Shelter atau Drop in 

Center adalah tempat dimana korban perdagangan orang ditempatkan terlebih 

dahulu sebelum korban direintegrasi / kembali ke keluarganya. 

Bantuan Hukum 

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum 

dan pendampingan hukum berkaitan dengan masalahnya dan kedudukannya yang 

seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah 

berbuat jahat kepadanya. Di samping bantuan hukum yang disediakan oleh 

pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui 

lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya 

dalam memberikan bantuan hukum kepada korban, disamping aktif memberikan 

sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan 

menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku perdagangan orang. 
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D. KESIMPULAN 

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana 

terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam KUHP 

diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 

296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang 

terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:  

− Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang 

korbannya anak (kandung, tiri,angkat) dan anak-anak dibawah 

pengawasannya; 

− perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian; 

− Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa; 

− Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki; 

− Ada hukuman tambahan  

1. pencabutan hak(asuh untuk prlaku yang korbannya anak),  

2. pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya 

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana 

perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap 

korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga 

pasal 23 Undang- Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat 

dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan 

hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 

21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut 

berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. 

Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis 

dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, 

menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri 

Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 
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14/Men.PP/Dep.v/X/2002;1329/ MENKES/ SKB/ X/ \2002;75/HUK/2002; 

POL.B/3048/X/ 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak, diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu 

di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit Kepolisian, 

agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan baik aspek 

medis, psikis, maupun aspek sosial dan hukum. Sebagai pelaksana Pusat 

Pelayanan Terpadu adalah dokter dan perawat terkait, psikolog, penyidik POLRI, 

serta dapat bekerjasama dengan pekerja sosial secara terpadu di bawah koordinasi 

pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu yang bersangkutan. 

Departemen Sosial, tahun 2004 telah membentuk Rumah Perlindungan 

Sosial Anak (RPSA) di Bambu Apus Jakarta dengan kapasitas 30 anak dan di 

Medan Sumatera Utara dengan kapasitas 170 anak. RPSA ini telah 

disosialisasikan kepada unsur Dinas Propinsi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), 

LSM, organisasi sosial dan sektor terkait di tingkat pusat untuk 

memprakondisikan rencana pengembangan RPSA di berbagai propinsi. RPSA 

memberikan layanan perlindungan, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, 

pengembangan relasi sosial dan mewujudkan situasi kehidupan dan lingkungan 

yang mendukung keberfungsian sosial dan mencegah terulangnya tindak 

kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. 

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum ada Pusat 

Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota besar, 

MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian 

Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) 

yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan 

dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 

telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir di seluruh Kepolisan 

Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006, POLRI telah berhasil membentuk 

Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di 

Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga 

berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/ Kota) di seluruh Indonesia. 
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